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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah 

Kondisi media sosial di Indonesia belakangan ini semakin memprihatinkan. Berbagai kubu saling hujat, fitnah, menyebarkan hoax, hingga timbulnya aksi persekusi akibat media sosial. Media  sosial banyak digunakan oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia, bisa kita temukan melalui media internet seperti google atau mozilla firefox dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah facebook, twitter, BBM, WhatsApp, instagram, dan banyak yang lainnya.

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.

Perkembangan  teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.
 

Kasus-kasus penyebaran informasi yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para haters (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjtunya disebut UU ITE dan KUHP.

UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) memiliki unsur penting yakni “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan pasal ini merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menyebabkan Perpecahan Antar Umat Beragama ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Rumusan Masalah


Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bagaimana tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama?

Bagaimana pertanggungjawaban terhadap penyebar informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama?

Bagaimana sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama?

Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap penyebar informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.
Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.

Manfaat Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini  adalah: 

Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk  memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi  perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penanganan aparat hukum terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama. 

Secara praktis:

Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama. 

Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama. 
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